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Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan 
Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro 
Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3903), sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000, tentang 
Perubahan Atas Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang 
Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, 
Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969); 

1. 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada 
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tebo 

bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 Peraturan Daerah 
Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, 
perlu ditetapkan Peraturan Bupati Tebo tentang Penjabaran 
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 sebagai rincian lebih lanjut 
dari pertangungjawaban pelaksanaan anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020; 

a. 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
BUPATI TEBO, 

PERATURAN BUPATI TEBO 
NOMOR Lf J- TAHUN 2021 

TENTANG 
PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABANPELAKSANAAN 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
TAHUN ANGGARAN 2020 

BUPATI TEBO 
PROVINSI JAMBI 

Mengingat 

Menimbang 



9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pernerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5679); 

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5049); 

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4421); 

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 



17. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 159 Tahun 2020 
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo 
Tahun 2020 Nomor 159). 

16. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 65 Tahun 2019 tentang 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 
(Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2019 Nomor 65 ); 

15. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 1 Tahun 2014 tentang 
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Daerah 
Kabupaten Tebo Tahun 2014 Nomor 1); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman 
Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5219); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 
Akuntansi Pemerintah ( Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5165); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan 
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, 
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada 
DPRD dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4739); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4575); 



Rp 61.097. 716.002,85 
Rp 124.916.340.538,56 

Jumlah Pembiayaan Neto 
Sisa lebih perhitungan 
anggaran tahun berkenaan 

Rp 72.598.316.002,85 
Rp 11.500.600.000,00 

(3). Pembiayaan 
a. Penerimaan 
b. Pengeluaran 

Rp 63.818.624.535,7 l Surplus/ (Defisit) 

Jumlah Belanja dan 
Transfer Rpl.021.783.330.971,48 

Rp 381.775.563.547,00 
Rp 276.394.789.919,06 
Rp 6.317.601.500,00 
Rp 6.901.100.000,00 
Rp 139.855.988.043,42 
Rp 31.687.803.230,00 
Rp l 78.850.484.732,00 

1) Belanja Pegawai 
2) Belanja Barang 
3) Belanja Subsidi 
4) Belanja Hibah 
5) Belanja Modal 
6) Belanja Tidak Terduga 
7) Transfer 

(2}. Belanja 

Rp l.085.601.955.507,19 Jumlah Pendapatan 

( 1). Pendapatan 
a. Pendapatan Asli Daerah Rp 78.459.424.382, 75 
b. Jumlah Transfer Rp 756.063.832.115,00 

Pemerintah Pusat Dana 
Perimbangan 

c. Jumlah Transfer Rp 135. 720.310.000,00 
Pemerintah Pusat- 
Lainnya 

d. Jumlah Transfer Rp 59.441.073.609 ,35 
Pemerintah Provinsi 

e. Jumlah Lain-lain Rp 55.917.315.400,09 
Pendapatan Yang Sah 

Pasal 1 
Laporan realisasi anggaran daerah tahun anggaran 2020 terdiri atas: 

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN 
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
TAHUN ANGGARAN 2020 

MEMUTUSKAN : 



. \ 

BUPATI TEBO, .. 

Ditetapkan di Muara Tebo 
pada tanggal J'J-- J- 2021 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tebo. 

Pasal 6 
Peraturan Bupati ini rnulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Pasal 5 
Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 merupakan 
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal 4 
Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 
tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini. 

Pasal 3 
Ringkasan laporan realisasi anggaran se bagaimana dimaksud dalam Pasal 1 
dirinci Iebih lanjut ke dalam penjabaran laporan realisasi anggaran. 

Pasal 2 
Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 
tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini. 


